
SALINAN

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2422

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BADUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22;

b.

] SALINAN] 

BUPATI BADUNG 
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TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang 
Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
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Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
Dalam wilayah Daerah-daerah ringkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3ss1)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonisia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 202O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 202O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabililas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2O tefltang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi corona virus Disease 2019 (covid-l9) danl atau Dalam Rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II 
Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka 
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ a tau Dalam Rangka 
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68Ol);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Nomor 5340);
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repbulik 
Indonesia Nomor 5340); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2O I O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2OO5 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1lO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Pelaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2O 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan L,embaran'Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 I 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O17 Nomor lO6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

16.

17.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 1OO, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Thnjangan Umum bagi Pegawai Negeri
Sipil;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O 18 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia'lahun 2018 Nomor
ls7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2O9 Tahun 2O2l tenta.ng Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (l,embaran Daerah Kabupaten Badung Tahun
2021 Nomor 9, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1l Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2O2l tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (l*mbaran Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2022 Nomor 1 l, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 l);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 6279); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6883); 

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri 
Sipil; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 209 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 
2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11); 
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG.JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

( I ) Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan
keuangan memuat :

a. laporan realisasi anggaran ;

b. neraca;

c. laporan arus kas;

d. laporan operasional ;

e. laporan perubahan ekuitas ;

f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan

g. catatan atas laPoran keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja
dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

+
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan 
BUPATI BADUNG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan 
keuangan memuat : 

a. laporan realisasi anggaran ; 

b. neraca; 
c. laporan arus kas; 

d. laporan operasional ; 

e. laporan perubahan ekuitas; 

f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja 
dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 
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Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf a Tahun
Anggaran 2022 sebagai berikut :

pendapatan .................:... Rp.4.609.697.096.140,13
b. belanja......... Rp.3.669.879.652.358.10

Delisit.......... Rp. 939.a17.443.782,O3

c. pembiayaan

1. penerimaan Rp.2O5.624.738.291,4O
2. pengeluaran Rp. 5O.OOO.OOO.OOO.0O

surplus Rp. 155.624.738.291,40

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4a1.227.422.165,f 3 dengan
rincian sebagai berikut:
1. anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
2. realisasi

selisih lebih Rp. 481.227.422.165,13

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(614.214.7 59.907,90)dengan rincian
sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan

2. realisasi

selisih kurang

Rp. 4.I24.469.673.975,00
Rp. 4.609.697.096. 14O,13

Rp. 4.244.O94.412.266,00

Rp. 3.669.879.652.358,10

Rp. (614.214.759.9O7,9O1

4-
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Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 
Anggaran 2022 sebagai berikut : 

a. pendapatan : . 
b. belanja . 

Defisit . 
c. pembiayaan 

1. penenmaan Rp. 205.624.738.291,40 
2. pengeluaran Rp. 50.000.000.000,00 

surplus........................................... Rp. 155.624.738.291,40 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp481.227.422.165,13 dengan 

rincian sebagai berikut: 
1. anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 4.128.469.673.975,00 

Rp.4.609.697.096.140, 13 
RD. 3.669.879.652.358,10 
Rp. 939.817.443.782,03 

2. realisasi 
selisih lebih Rp. 481.227.422.165,13 

Rp. 4.609.697.096.140,13 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(614.214.759.907,90)dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 4.284.094.412.266,00 
2. realisasi 

selisih kurang 
Rp. 3.669.879.652.358,10 

Rp. (614.214.759.907,90) 



d.
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selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
rincian sebagai berikut:
1. Delisit anggaran setelah perubahan
2. Surplus realisasi

selisih kurang

rincian anggaran dengan realisasr penerimaan pembiayaan

1. anggaran pembiayaan setelah perubahan
2. realisasi

selisih

e. rincian anggaran dengan realisasi pembiayaan rincian

anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
realisasi
selisih

Rp (1.095.442.r82.O73,O3) dengan

Rp. (155.624.738.291,OO1
Rp. 939.4r7.443.782,03
@

sebagai berikut :

Rp. 205.624.734.291,OO
Rp. 2O5.624.738.29r,4Ore

sebagai berikut :

Rp. 155.624.734.291,OO
Rp. 155.624.734.29r,4O

-ru

'|

2.

Neraca sebagaimana dimaksud
berikut :

a. jumlah aset
b. jumlah kewajiban
c. jumlah ekuitas

Pasal 4

dalam Pasal I ayat (1) huruf b per 3l Desember 2022 sebagai

t7.7 46.a69.4'29.7 2a, 7 r
168.857.653.476.69

17.6 18.0 1 t.77 5.45t.42

Rp.

Rp.
Rp.

- 8 

Rp. (155.624.738.291,00) 
Rp. 939.817.443.782,03 
Rp. (1.095.442.182.073,03) selisih kurang 

selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp (1.095.442.182.073,03) dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. Defisit anggaran setelah perubahan 
2. Surplus realisasi 

C. 

d. rincian anggaran dengan realisasr penerimaan pembiayaan sebagai berikut : 
1. anggaran pembiayaan setelah perubahan 
2. realisasi 

selisih 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

205.624.738.291,00 
205.624.738.291,40 

0,40 

e. rincian anggaran dengan realisasi pembiayaan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan 
2. realisasi 

selisih 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

155.624. 738.291,00 
155.624.738.291,40 

0,40 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai 
berikut: 

a. jumlah aset 
b. jumlah kewajiban 
c. jumlah ekuitas 

Rp. 17.786.869.429.728,ll 
Rp. 168.857.653.876,69 
Rp. 17.618.011.775.851,42 
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Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf c untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 3l Desember 2Q22 sebagai berikut:
a. saldo kas awal per 1 janwari 2O22

b. arus kas bersih dari aktivitas operasi

d.

f.

arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan

arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

.arus kas bersih dari aktivitas transitoris
Penyesuaian saldo awal kas (Tambah)

Penyesuaian saldo awal kas (Kurang)

Saldo kas akhir (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS)

Saldo Akhir Kas Lainnya

Saldo kas akhir per 3 I Desember 2O22

Rp. 204.257.263.604,40

Rp. 1.417.3I5.441.975,03

Rp. (526.126.676.376,001

Rp. O,O0

Rp. (3.847.130,0)

Rp. O,o0

Rp. 0,OO

Rp. 1.O95.442.142.O73,43

Rp. 0,OO

Rp. 1.095.442.182.O73,43

c.
h.

t.

j.

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j Tahun
Anggararr 2022 merr:uat informasi baik secara kuantitaLif rnaupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 7

Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam L,ampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
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Pasal5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut : 
a. saldo kas awal per 1 januari 2022 Rp. 204.257.263.604,40 
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi 
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan 
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris 
f. Penyesuaian saldo awal kas (Tambah) 
g. Penyesuaian saldo awal kas (Kurang) 
h. Saldo kas akhir (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS) 
1. Saldo Akhir Kas Lainnya 
j. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022 

Rp. 1.417.315.441.975,03 
Rp. (526.126.676.376,00) 
Rp. 0,00 
Rp. (3.847.130,0) 
Rp. 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 1.095.442.182.073,43 
Rp. 0,00 
Rp. 1.095.442.182.073,43 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j Tahun 
Anggaran 2022 memuat informasi baik secra kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 



a. Lampiran I

Lampiran L l

Lampiran I.2

Lampirhn I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

b. l,ampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. l,ampiran V

f. l,ampiran VI

C. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX
j. Lampiran X

k. Lampiran XI

m. Lampiran XII

- l0 -

Laporan realisasi anggaran ;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi ;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi,
program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran:

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

l,aporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

r

a. Lampiran I 
Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 

Lampiran 1.6 

b. Lampiran II 
C. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 
1. Lampiran IX 

J. Lampiran X 
k. Lampiran XJ 

m. Lampiran XII 
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Laporan realisasi anggaran ; 
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan 
daerah dan organisasi ; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ; 
Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, 
program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran: 
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 
Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 



n. Lampiran Xlll
o. Lampiran XIV

p. Lampiran XV

q. Lampiran XVI

r. Lampiran XVII

s. Lampiran XVIII

t. Lampiran XIX

u. Lampiran XX

- ll -

Daftar Rekapitulasi Aset Tet.ap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan ;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya ;

Daftar Dana Cadangan Daerah ;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek ;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang ;

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutntya ;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21 terdiri dari:
a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini:
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum

dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggunglawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

P

n. Lampiran XIII 
0. Lampiran XIV 

p. Lampiran XV 
q. Lampiran XVI 
r. Lampiran XVII 

s. Lampiran XVIII 
t. Lampiran XIX 

u. Lampi ran XX 
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Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan ; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya ; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek ; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutntya; 
Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah; 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: 
a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini; 
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum 

dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 9 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut 
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PEI..AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Pasal 305 ayat 3
bahwa apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD dan rzrncangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati
menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas
Pasai 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

- Cukup Jelas

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

I. UMUM 

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 305 ayat 3 
bahwa apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati 
menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup Jelas 
Pasal 4 

Cukup Jelas 
Pasal 5 

Cukup Jelas 
Pasal 6 

Cukup Jelas 



Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: (2, 36120231

I
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Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Cukup Jelas 

Pasal9 
Cukup Jelas 

Pasal 10 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINS! BALI: (2, 36/2023) 

J 
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
31 Agustus 2023

UNG,

GIRI PRASTA

n di Mangupura
Agustus

UPATEN BADUNG,

I ARNAWA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: (2,3612023l-

Salinan sesuai dengan aslinya

f/s/;
tid [trfr

I WA'

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badtl

Anak Aeune Gde/Asteva Yudh'
NrP. 19720510 199903 1 008
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Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. 

Ditetapkan di Mangupura 
Agustus 2023 

GIRI PRASTA 

Diundangkan di Mangupura 
pada tan n1 Agust 23 

S · BUPATEN BADUNG, 
- 
�� � 

. 

1 1ARNAWA 
= K// 

LEMBA bAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 2 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINS! BALI: (2, 36/2023) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Set�, 

� Yudhya 
NIP. 19720510 199903 1 008 


